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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
HABUPATEN ASMAT
NOMOR 231 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMF) NEGERI YAMAS
KABUPATEN ASMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT,

Menimbang . Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan
kewenangan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk
menyelenggarakan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan
jenis di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah administratif
Provinsi Papua,

b. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di
seluruh wilayah administratil Provinsi Papua sebagai sub-sub
sistem  pendidikan nasional dilaksanakan  dengan
menonjolkan kekhususan scbagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Nemor 21 Tahun 2001 tentang Otenomi
Khusus bagi Provinsi Papua,

¢. Bahwa Undang-Undang Noemor 20 Tahun 2003 tentang sistem
Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemerintah dan
pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing,
membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

d, Bahwa pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu adalah merupakan tanggung jawab
keluarga, pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan
sumber daya manusia yang berkualitas;

e. Bahwa untuk pelayanan pendidikan dan hasilnya belum
efektif dan belum menunjukan angka yang signifikan,
mengakibatkan Kabupaten Asmat tertinggal dan kurang
bersaing dengan daerah lainnya secara regional Papua
maupun dengan daerah lainnya di Indonesia;

f. Bahwa untuk menciptakan keunggulan komperatil sumber
daya manusia di Kabupaten Asmat dan mengejar
ketertinggalan pembangunan dalam berbagal aspek, sangat
diperlukan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan
melalui  pendidikan yang bermutu  sehingga perlu
melaksanakan vang bernilai unggul Asmat;

g. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar
mengajar pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten
Asmat perlu adanya ljin Operasional sekolah;
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Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

9.

h. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, b, ¢, d, e, f, dan g, ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1969  tentang
Penvelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas darn Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851});

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Ehusus bagi Provinsi Papua [Lembaran Negara REepublik
Indonegia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Momor 155, Tambahan Lembaran MNegara Eepublik
Indonesia Nomor 6697,

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong
Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan
Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara,
Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven
Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten
Bintuni, dan Kabupaten Wondama di Propinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
42435]);

4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
4310);

6. Undang-Undang MNomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 43535);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
400);

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4965);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 6801});

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 244, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
&6757);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 MNomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6803);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tehun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 51035)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 3B Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolann Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidkan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomer 121, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem
Pendidikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
terhadap Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 308);

Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 5 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeranh Kabupaten
Asmat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Asmat Tahun 2024 Nomor 5);

Peraturan Bupati Asmat Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 59).
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Menetapkan 5

KESATU : Memberikan izin operasional kepada Sekolah Menengah
Pertama (SMP] Negeri Yamas Kabupaten Asmat untuk
menyvelenggarakan kegiatan pendidikan tingkat menengah
pertama mulai Tahun Ajaran 2025/2026.

KEDUA : Spkolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Yamas Kabupaten
Asmat beralamat di Distrik Joerat dan melaksanakan
kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan vang berlaku,

KETIGA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Yamas Kabupaten
Asmat wajib menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan
serta melaporkan pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada
Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat secara berkala.

KEEMPAT . Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini di kemudian
hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan
perundangan vang berlaku.

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai

dengan adanya pencabutan izin operasional pendirian.

Ditetapkan di Agats
Pada tanggal, 9 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan
fcabypaten Asmat,

Balinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

. Dinaa Pendidikan Provinsi Papua Selatan di Merauke;
Ketun DPRD Kabupaten Asmat di Agats;

Ketua Komiai C DPRD Kabupaten Asmat di Agats;
Hepala BP4D Kabupaten Asmat di Agats;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Asmat di Agats;
Pertinggal.
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BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ASMAT
NOMOR 398 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR JENJANG SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025

BUPATI ASMAT,

Menimbang : a. bahwa wuntuk kelancaran progses administrasi dan
penetapan Nomenklatur pada Jenjang Sekolah Dasar (SD)
dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Asmat
Tahun 2025 dapat berjalan sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengpara Nepara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi,
Kolusi dan Nepotiame (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001
Nemor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151),
schagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

A.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Knimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten
Teluk Wondama di Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tabhun 2002 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4245);
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4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
MNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Momor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undeng-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan MNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286];

7.Undang-Undang Momor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomeor 50 Tahun 2007 Tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem
Penjamin Mutu Pendidikan;

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Megara Republik Indoncsia Tahun 2011 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nemor 13 Tahun 2022 (entang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Momor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
6801);

11. Undang-Undang Nomor 23  Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2033 tentang
Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Momor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Momor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 6B56);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Eeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tohun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia MNomor
675);
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13. Undang-Undang Nomor 14 Teahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Sclatan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);

14, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor
6841):

15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Momor 141, Tambahen Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 6897);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahupm 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

17, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daepah Provingi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 MNomor B2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolean Uang  Megara/Daerah  [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

19, Peraturan Pemerintah Nomer 66 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republilk
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Standar
Masional Pendidikon (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496);

22 Peraturan....... /4

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

-

22, Peraturan  Prosiden Nomor 87 Tehun 2017 tentang
Penguatan Pendidikan Karakter [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

23. Peraturan Menteri  Pendidikan Nasional Nomor 34
Tahun 2006 tenteng Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang
Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

24, Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Nomor 22
Tahun 2006 Tentang Standar [si untuk Batuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;

25. Peraturan  Menteri  Pendidiken Nasional Nomor 34
Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang
Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

26, Peraturan  Menteri  Pendidiken  Nasional Nomor 16
Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru;

27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41
Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

28, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

24, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor B97);

30, Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
iBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomer 1781);

a1.Peraturnn  Daerah  Kabupaten Asmat Nomor 4
Tahun 2022 tentang Pengelolaan  Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nomor 4);

32, Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 5 Tahun 2024
tentang Angparan  Pendapatan dan  Belanja Daerah
Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2023 {Lembaran Daerah
Kabupaten Asmat Tahwun 2024 Nomor 5;

33.Peraturan Bupati Asmat Nomeor 59 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 59).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU . Nomenklatur Jenjang Sekolah Dasar (3D) dan Sckolah
Menengah Pertama [SMP) di Kebupaten Asmat Tahun 2025,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten
Asmal Tabun Anggaran 2025

KETIGA : Keputusan ind mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Agats
Pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI ASMAT,
td
THOMAS EPPE SAFANPO
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LAMPFIRAN [ : KEFUTUSAN BUPATT ASMAT
NOMOR : 398 TAHUN 1025

TANGGAL . 1 JULL 2025
PENETAPAN NOMENKLATUR JENJANG SEKOLAH MENENCAH PERTAMA (SMF)
EABUPATEN ASMAT TAHUN 2005
RETERARGAR

- W ——— G DI mﬁwma NAMA SEBELLUNYA HAMA YANG DIUSULKAN
1 |5MF NEGER] 2 AGATS 60303672 ADATE HNEGER] SMP NEGERI 2 AQATS |BMP NEGERI T AGATS

2 ISI!.F PERSLAPAN NEGER] 3 AGATS BS54 AGATE NEGER] SMP FERSIAFAN HEGERI 3 AGATS SMP NEOGERI 3 AGATS

3 IE-I-!I"HEEIEIH MEBAIT GO34E0T4 AGATE HEGERI jﬁl‘l’l" NEGERL MBAIT | ST NECQER] MBAIT

& Imm AGATS GO03D40TI ATATS SWASTA Iaupmrﬂa’[‘ﬂ- EMPYFPK AGATS

5 MMMHW GUTOG640 AQATS SWASTA IEHF"&’FN]DMEI'CHF-FEDEGH SMPF YPPGI DON RICHARDSON
& IH-III'I" TAFLE AGATS GRR1I0E2 AGATS BWASTA [SMF YAFIS AOATS SMPF YAFIS ADATS
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